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ABSTRAK 

 

Nama                   : Salsaulandari  

Nim                     : 220106031 

Fakultas/Prodi    :  Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum 

Judul                  : Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di 

Bawah Umur (Studi kasus Kecamatan Timang Gajah) 

Tebal Skripsi     :  86 

Pembimbing I   :  Dr. Jamhir,  M.Ag. 

Pembimbing II  :  Riza Afrian Mustaqim, M.H. 

Kata Kunci       :  Penerapan Batas Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Praktik Perkawinan di 

Bawah Umur. 

         Praktik perkawinan dibawah umur adalah suatu perbuatan yang merujuk 

pada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan 

yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, perkawinan dibawah umur 

merupakan permasalahan sosial yang masih saja terjadi sampai sekarang 

khusunya di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan ketetapan abats usia bagi 

pasangan yang hendak melakukan perkawinan yaitu sekurang-kurangnya 

bersuai 19 tahun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan batas 

usia perkawinan dalam Undang-undang tersebut terhadap praktik praktik 

perkawinan umum di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Jenis 

penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute approuch) dan pendekatan empiris 

(Empirical Approuch) yang mana kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk 

memberikan pemahaman yang koprehensif tentang hukum, baik dari sisi aturan 

hukum yang berlaku maupun dari sisi penerapannya dalam kehidupan nyata. 

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan batas usia perkawinan terhadap 

persistensi kasus perkawinan anak di bawah umur. Dengan tujuan Undang-

undang ini di keluarkan adalah untuk mengurangi praktik perkawinan di bawah 

umur yang tentu berdampak negatif terhadap hak dan kewajiban anak, bahkan 

berpengaruh pada pendidikan dan kesehatan anak yang melakukan perkawinan 

di bawah umur.  
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

       Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

       Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin 

Huruf  

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا   

dilamba 

ngkan 

tidak 

dilambang 

kan 

 țā’ ț te ط

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā’ b be   ب

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ع Tā’ t te  ت

 

 

 

 

’ ain ‘ koma 

terbalik 

(di atas) 

 Gain g Ge غ Śa’ ś es (dengan ث
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titik di 

atas 

 Fā’ f Ef ف Jῑm j je ج

 Hā’ h ha (dengan ح

titik di 

bawah) 

 Qāf q Ki ق

 Kāf k Ka ك Khā’ kh ka dan ha خ

 Lām l El ل Dāl d de د

 Żal ż zet ذ

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm m Em م

 Nūn n En ن Rā’ r er ر

 Wau w We و Zai z zet ز

 Hā’ h Ha ه Sῑn s es س

 Hamzah ‘ Apostrof ء Syῑn sy es dan ya ش

 Șād ș es (dengan ص

titik di 

bawah) 

 Yā’ y Ye ي

 Ḍad  de (dengan ض

titik di 

bawah) 
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2. Vokal 

       Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

      Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ    fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  ḍammah U U 

 

2) Vokal rangkap 

      Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ...ي 

 fatḥah dan ...و 

wāu 

Au a dan u 
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  Contoh:  

   

 

 

 

3. Maddah 

      Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...ى  ...ا   fatḥah dan alῑf 

atau yā’ 

Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ῑ a dan garis di atas ي...

 ḍammah dan wāu Ū u dan garis di atas و. ..

 

Contoh: 

  

 

 

 

4. Tā’ marbūțah 

      Transliterasi untuk tā’ marbūțah ada dua: 
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1. Tā’ marbūțah hidup 

      tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah ‘t’. 

2. Tā’ marbūțah mati 

       tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

   

 

5. Syaddah (Tasydid) 

     Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

      Contoh:  

            



 
 

xi 

6. Kata sandang 

      Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu  ( ال ) , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang 

diikuti huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

      Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

      Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

             Contoh:  

  

7. Hamzah 

       Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam 
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tulisan Arab berupa alif. 

       Contoh:  

 

 

 

 

 

8. Penulisan Kata 

       Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya.  

       Contoh:  

   

 

 

 

 

 

9. Huruf Kapital 

       Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
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seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital  

 

 

 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

        Contoh:  

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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Contoh:  

   

10. Tajwid 

       Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

       Catatan: 

 Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Șamad Ibn Sulaimān 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

           Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti (Al-jam’u) yaitu 

“bertemu, berkumpul’’ sedangkan menurut istilah nikah merupakan suatu ikatan 

dan serta bathin antar dua belah pihak (Laki-laki dan Perempuan) untuk hidup 

bersama dalam suatu akad yang di lakukan sesuai dengan Syari’at Islam. 

Keinginan untuk menikah merupakan sebuah fitrahnya manusia, hal itu 

merupakan sifat ataupun pembawaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah 

Swt. Setiap manusia yang sudah baligh dan sehat jasmani serta rohaninya pasti 

menginginkan adanya pasangan hidup. Begitu juga dengan menikah menurut 

pandangan islam, menghasbikan hidup dan menua bersama dengan orang yang 

di cintai, hal tersebut pasti merupakan impian setiap orang agar bisa hidup dan 

menua bersama pasangan yang di citainya, oleh karena itu banyak orang yang 

sudah melaksanakan pernikahan, terlebih lagi apabila di dalam suatu pernikahan 

di karuniai oleh sibuah hati.
1
 

 Di dalam Islam pernikahan bukan saja tentang pemenuhan kebutuhan biologis 

laki-laki maupun perempuan, dan pernikahan bukan pula hanya membahas 

tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di akui secara sah baik 

dalam agama maupun negara, akan tetapi memiliki kaitan yang erat dengan 

kondisi jiwa manusia itu sendiri, nilai-nilai kemanusiaan dan suatu kebenaraan. 

rasulullah Saw bersabda: 

ر   ي ا عْش  ب ابِ،  م  نِ  الشَّ اع    م   َ ة    مِنْكُمُ   اسْتط  جْ، الْب اء  وَّ  َ هُ   ف لْيت ز   َ ض ف إنِّ  َ رِ  أغ    لِلْب ص 

نُ  ص   َ أحْ نْ  لِلْف رْجِ،  و  م  عْ  ل م و   َ هِ   ي سْتطِ  َ ليْ  َ وْمِ،  فع  ه باِلصَّ  َ اء له   ف إنِّ  وِج 

                                                           
1 Musawar, Hukum Perkawinan Dalam Islam, ( Matara: Sanabil, 2020 ), hlm. 16. 
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” Dari abdullah bin mas’ud ra. Rasulullah Saw berkata kepada kami. 

Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah, 

maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan mata dan 

menjaga faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka 

hendaklah berpuasa karen puasa itu menjamin perisai( dapat 

melemahkan sahwat)’’.
2
 

 Di Indonesia ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan harus 

memenuhi persyaratan yang telah di tentukan dalam undang undang Nomor 1 

tahun 1974 mengenai perkawinan yang di atur di dalam pasal  6 sampai dengan 

pasal 11 yaitu syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan, adapun syarat 

syarat tersebut harus di laksanakan dan harus terpenuhi bagi kedua orang yang 

ingin melaksanakan perkawinan.
3
 adapun sekarang undang undang tersebut 

telah di ubah kepada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perkawinan. Menurut undang undang tersebut pada pasal 7 merupakan salah 

satu syarat yang harus di penuhi dalam melakukan maupun melaksanakan 

perkawinan sebagaimana didalam pasal 7 tersebut membahas mengenai syarat 

umur bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. 

Dalam pasal tersebut jelas di katakan laki-laki yang ingin melaksanakan 

perkawinan harus memenuhi persyaratan umur minimal berusia 19 tahun baik 

wanita maupun pria, hal tersebut telah di putuskan oleh pemerintah melalui 

berbagai pertibangan baik dari segi kedewasaan maupun kesehatan. sehingga 

orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan dapat membangun rumah 

tangga yang baik dan harmonis.
4
 

                                                           
2 Isham Musa Hadi, Bulughul Maram, ( Indonesia, 2011 ) hlm. 529. 
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
4
 Cecep Sumarna, Pernikahan Usia Anak, (Tangerang Selatan: Media Kalam, 2019). hlm. 

34  
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Adapun didalam konteks Hukum Islam, tidak ada ketentutan yang membahas 

mengenai batas usia minimal seseorang melakukan perkawinan, akan tetapi 

didalam Islam menganjurkan apabila hendak melakukan perkawinan haruslah 

orang yang siap dan mampu. Namun, pada kenyataan nya sampai saat ini 

ketentuan yang sudah di tetapkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

maupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan masih 

saja belum diterapkan secara signifikan. Hal tersebut dapat di lihat dari 

banyaknya data yang mengatakan masih banyak nya terjadi pernikahan di 

bawah umur yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan di 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Dari data sementara yang di peroleh oleh peneliti dari Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan Timang Gajah mencatat ada banyak pasangan yang 

ingin melakukan perkawinan di KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten 

Bener Meriah. Namun, ketik di arahkan oleh pihak KUA kepada keluarga 

pasangan tersebut untuk mengajukan dispensasi nikah kepada Mahkamah 

Syari’ah hanya ada 7 pasangan yang mendapatkan surat dispensasi nikah dari 

Kantor Mahkamah Syariah dan mengajukan kembali kepada KUA dan 7 

pasangan inilah  yang tercatat di KUA yang melakukan perkawinan di bawah 

umur selama empat tahun kebelakang ini, hal ini terjadi karna di dalam 

Kecamatan Timang Gajah memiliki sekitar 30 kampung di dalam kecamatan 

tersebut, sehingga dengan semakin banyaknya jumlah kampung dan sudah pasti 

banyak pula masyarakat di Kecamatan Timang Gajah tersebut, hingga beberapa 

faktor penyebab nya membuat banyak masyarakat disana yang melakukan 

perkawinan di bawah umur dimana yang menjadi faktor utama banyak 
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terjadinya pernikahan di bawah umur ini adalah karenanya faktor ekonomi dan 

pergaulan bebas.
5
 

Hal tersebut sudah pasti menimbulkan dampak yang kurang baik karena 

meningkatnya angka perceraian, banyak sekali orang yang melakukan 

perkawinan di bawah umur  yang mengajukan perceraian kepada mahkamah, hal 

tersebut terjadi karena usia mereka yang masih di bawah umur. Mereka masih 

rentan dan labil dengan permasalahan yang terjadi sehingga dengan permasalah 

yang ada mereka belum dapat menghadapainya dan belum mampu 

menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Dalam permasalahan pernikahan 

di bawah umur ini bukan hanya meningkatkan angka perceraian melainkan 

terputusnya pendidikan untuk anak anak usia mereka. Permasalahan ini banyak 

sekali dapat kita temukan di daerah yang awam dan perkampungan dalaman 

sana, yang beralasan karena kekurangan perekonomian dan ada juga yang 

mengharuskan memang harus menikah seperti  adat istiadat maupun pergaulan 

bebas (Kedemun), banyak sekali orang-orang yang melakukan pernikahan 

seperti hal ini tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang lama 

karena belum siapnya lahir dan bathin untuk menghadapi permasalahan rumah 

tangga yang terjadi.
6
  

       Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas peneliti 

menarik untuk meneliti permasalahan ini karena banyak nya terjadi perkawinan 

di bawah umur dan meningkatnya angka perceraian. Dengan meningkatnya 

jumlah angka perkawinan di bawah umur dan perceraian maka tujuan penelitian 

ini untuk meneliti “ Penerapan  Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur (Studi 

kasus kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah).” 

 

                                                           
5 Wawancara dengan Bariq Habibi Selaku Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah 

Kabupaten Bener Meriah. 
6 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan 

Timang Gajah? 

2. Bagaimana tinjauan mengenai praktik perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Timang Gajah dengan ketentuan yang di atur di dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah 

umur di Kecamatan Timang Gajah. 

2. Untuk mengetahui apakah praktik perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

D. Penjelasan Istilah 

          Untuk memudahkan para pembaca adapun pengertian yang terdapat pada 

karya ilmiah ini, maka perlu kiranya kami untuk menjelaskan istilah-istilah yang 

terdapat di dalam judul skripsi ini agar lebih mudah di pahami dan tidak terjadi 

kekeliruan dan mudah untuk di mengerti, berikut adapun beberapa istilah yang 

perlu kami perjelas dan di pahami: 

1. Batas Usia Perkawinan. 

Batas usia kawin adalah ketatapan yang telah di keluarkan oleh  

Negara mengenai batas usia bagi pasangan yang hendak melakukan 

perkawinan adapun usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 19 tahun 

untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974) 

tentang perkawinan. Di dalam Undang-undang tersebut menganggap orang 

berada di usia tersebut bukan lagi anak anak  sehingga mereka di anggap 

sudah mampu, adapun  maksud dari batasan usia ini antara lain untuk 
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mencegah perkawinan di bawah umur . walaupun demikian selama 

seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua 

untuk menikahkan anaknya.  walaupun Undang-undang  tidak menganggap 

mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria 

bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa sepenuhnya. Sehingga 

masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan 

reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum 

berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah 

ditetapkan Undang-undang, namun pelanggaran masih banyak terjadi 

dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas 

usia minimal tersebut.
7
 

Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat 

adanya perubahan pada batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 

tahun dan laki-laki 19 tahun. Adapun Pentingnya menetapkan batas usia 

perkawinan terletak pada dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan 

individu. Perkawinan pada usia yang terlalu muda sering kali menimbulkan 

resiko kesehatan yang tinggi, seperti timbulnya kondisi yang memburuk 

mengenai kehamilan dan kelahiran, serta menyebabkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga. Selain itu, batas usia yang  dapat  membantu dalam 

upaya pemberdayaan perempuan dan anak-anak, memberikan mereka 

kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan 

keterampilan sebelum memasuki kehidupan pernikahan yang kompleks. 

2. Undang-undang No 16 Tahun 2019 

                                                           
7  Dwi Atmoko, Hukum Perkawinan Dan Keluarga, (Malang: CV Literasi Nusantara 

Abadi), hlm. 2-3. 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 

mengatur  mengenai perubahan penting dalam ketentuan mengenai 

pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai batas usia minimal untuk 

melakukan perkawinan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menetapkan batas usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun 

untuk laki-laki. Dengan adanya perubahan undang-undang dari undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, 

Laki -laki dan Perempuan yang ingin melakukan perkawinan kini 

diwajibkan untuk mencapai usia 19 tahun baru dapat melangsungkan 

pernikahan, Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa agar kedua pasangan 

memiliki kedewasaan mental dan fisik yang cukup untuk menjalani 

kehidupan berkeluarga.  Meskipun pernikahan di bawah usia 19 tahun 

umumnya dilarang, undang-undang memberikan ruang bagi orang yang 

harus melakukan perkawinan secara mendesak. Orang tua dari calon 

mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan 

dengan alasan yang kuat dan disertai bukti pendukung. Pengadilan akan 

mempertimbangkan permohonan tersebut dengan mendengarkan pendapat 

kedua calon mempelai sebelum memberikan izin. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun ada larangan, undang-undang tetap mengakui situasi 

tertentu yang mungkin memerlukan pernikahan dini. 

            Perubahan undang-undang ini juga bertujuan untuk mengurangi 

resiko kesehatan bagi ibu dan anak serta meningkatkan kualitas pendidikan 

dan perkembangan anak. Dengan menetapkan batas usia minimal yang sama 

bagi laki-laki maupun  perempuan, diharapkan dapat mengurangi 

diskriminasi dan dapat mendorong pasangan untuk lebih siap secara 

emosional dan finansial (keuangan) sebelum memasuki pernikahan.
8
 

                                                           
 8  Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia ( Bandung: CV Laduny 

Alifatama ) hlm. 77-81 
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E.  Kajian pustaka 

       Kajian pustaka adalah tinjauan mendalam dan sistematis terhadap literatur 

yang relevan dengan topik penelitian yang di pilih oleh peneliti. Kajian pustaka 

merupakan kegiatan yang melibatkan identifikasi, evaluasi dari berbagai sumber 

sepertu buku, artikel dan skripsi.  

           Pertama, Nur Iman Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Skripsi ini berjudul “ Batas Usia Perkawinan 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan 

Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”. Skripsi Nurul Iman berfokus pada 

Tingkat Perkawinan  di Bawah umur di Kabupaten Brebes serta Implementasi 

Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Prektek 

Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa implementasi undang undang tersebut sudah sudah cukup 

baik adanya program program yang di laksanakan oleh KUA.
9
 

           Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui 

bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang 

Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang 

Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan. 

            Kedua, Amalia Zakia Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020. Skripsi Ini Berjudul “ Analisis Batas 

Usia Perkawinan  Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Amalia Rizka berfokus pada 

pengaturan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 

                                                           
9 Nur Iman “ Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kbupaten Brebes”, Skripsi Fakultas Syari’ah 

Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.  
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Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 

serta analisis hukum perkawinan Islam terhadap batas usia perkawinan di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan. Hasil penelitian di atas di dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 menetapkan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk 

laki-laki, Namun didalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 usia 

perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Adapun hukum 

menunjukkan bahwa batas usia perkawinan yang lama tidak relevan dengan 

kondisi sosial dan hukum saat ini.
10

  

          Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk mengetahui 

bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang 

Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang 

Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan.  

           Ketiga, aprillia Anggi Astuti Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2020. Skripsi ini 

Berjudul “ Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa 

Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara”. Penelitian ini Berfokus 

kepada dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa 

Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara. Hasil penelitian diatas 

dampak yang dialami yaitu ekonomi rendah, kurangnya pendidikan anak dan 

terganggunya psikologi anak.
11

 

                                                           
10

 Amalia zakia “Analisis Batas Usia Perkawinan  Menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020. 
11 Aprilia Anggi Astuti “ Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa 

Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara”, Institut Agama Islam Negeri Metro 

2020. 
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             Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk 

mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.  

           Keempat, Fina Nidaul Auliak Asyhar Fakultas Dakwah Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023. Skripsi ini berjudul “Analisis 

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Perempuan Di 

Kecamatan Tiris”. Penelitian ini berfokus kepada dampak pernikahan dini bagi 

perempuan di Kecamatan Tiris. Hasil penelitian di atas penyebab pernikahan 

dini yaitu faktor ekonomi sehingga menimbulkan percekcokan, pertengkaran 

dan kemiskinan.
12

 

             Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni untuk 

mengetahui bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Timang Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.  

           Kelima, Dorry Armadi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syrarif Kasim Riau Pekan Baru 2020. Skripsi ini berjudul 

“Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (studi kasus di Desa Ukui 

Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”). Penelitian ini berfokus kepada 

Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda studi kasus di Desa Ukui Dua 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian di atas dampak 

pernikahan usia dini bagi usia muda di Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, 

                                                           
12  Fina Nidaul Auliak Asyhar “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan 

Dampaknya Bagi Perempuan Di Kecamatan Tiris”, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023. 
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Kabupaten Pelalawan adalah berdampak negatif terhadap pasangan dan terhadap 

keluarga.
13

 

           Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui 

bagaimana fenomena praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang 

Gajah dan apakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Timang 

Gajah sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan.  

F.    Metode Penelitian 

       Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari 

kebenaran dalam suatu studi maupun pembelajaran penelitian, yang diawali 

dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga 

menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, 

sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu 

kesimpulan.
14

 Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

      Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang di gunakan untuk 

mengkaji permasalahan yang ada di dalam penelitian terdapat dua 

pendekatan yaitu: 

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu 

meneliti suatu kejadian hukum yaitu dengan cara menela’ah 

Undang-undang dan regulasi yang berlaku. 

2) Pendekatan Empiris (Empirical Approach), yaitu 

                                                           
13 Dorri Armadi “Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (studi kasus di Desa 

Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru 2020. 
14 Syafirda hafni sahir, Metodologi Penelitian, (yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 9.  



12 
 

 
 

pendekatan dengan cara mengumpulkan data-data dari 

dunia nyata seperti survei, wawancara maupun study kasus 

guna untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut di 

terapkan serta dampaknya terhadap masyarakat. 

2. Jenis Peneletian 

      Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian yuridis-

empiris. Metode penelitian yuridis-empiris adalah metode penelitian hukum 

yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

dalam kenyataan di masyarakat. bagaimana hukum itu bekerja di dalam 

masyarakat sehingga memerlukan pengumpulan data empiris secara 

langsung dari lapangan, seperti wawancara dan observasi maupun survei. 

Yang bertujuan membuktikan agar menemukan kebenaran dan fakta tentang 

suatu yang yang ingin di teliti atau di analisis. Dan akan di kaitkan dengan 

peraturan yang berlaku di dalam undang-undang.
15

 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber darimana yang diperoleh oleh peneliti 

selama melakukan penelitian (yuridis-empiris), adapun sumber data yang di 

peroleh adalah ada tiga (3) yaitu: 

a. Data primer  

      sumber data yang pertama adalah data primer adapun data primer 

adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber 

utama, adapaun metode nya yaitu seperti survei, wawancara dan 

observasi lapangan. Data ini bersifat original dan real sehingga jenis 

data ini sering digunakan oleh orang orang guna untuk menjawab 

rumusan permasalahan secara spesifik. 

                                                           
15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 

hlm. 28. 
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b. Data sekunder 

      Jenis data kedua yaitu data sekunder, data sekunder adalah data 

yang di peroleh oleh peneliti secara tidak langsung dari siobjek 

penelitian, melainkan melalu sumber lain seperti situs web maupun 

dokumen ataupun dari penelitian sebelumnya. 

c. Data tersier  

       Adapaun data ketiga yaitu data tersier, data tersier yaitu data ini 

biasanya memberikan konteks tambahan dan data tersier dapat 

memberikan daftar informasi dari sumber sekunder dan primer 

bahkan data tersier ini dapat mempermudah dalam akse ke informasi 

contohnya kamus besar bahasa indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data adalah cara-cara sistematis yang di gunakan 

oleh setiap orang yang ingin melakukan penelitian untuk memperoleh 

informasi yang memang di butuhkan dalam setiap melakukan penelitian. 

Yang mana teknik ini penting untuk mematikan bahwa peneliti memperoleh 

data yang relevan serta akurat.  

a. Wawancara  

       Wawancara merupakan sebuah komunikasi yang di lakukan 

antara dua orang atau lebih untuk memperoleh hasil atau jawaban 

dari suatu pertanyaan yang muncul yang dimana pewawancara akan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Reje Kampung 

Ling Bale, Gunung Tunyang dan Petue Kampung Lampahan Barat 

sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban dan data yang di 

butuhkan. Adapaun wawancara ini sangat penting dilakukan karna 
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agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan dan menggali 

informasi lebih banyak lagi.
16

 Dalam hal ini peneliti dapat 

mengajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 

pernikahan dini dan sejumlah pertanyaan pertanyaan lainnya di 

kantor urusan agama Kec timang gajah dan gajah putih.  

b. Observasi  

       Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan cara turun 

kelapangan atau mengamati suatu tempat untuk mengumpulkan 

informasi, yang dimana observasi ini bersifat langsung melihat 

kelapangan dan mencatat hasil observasi yang dilakukan. Dengan 

melakukan sebuah observasi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan 

data yang akurat mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan 

dini. 

c. Dokumentasi  

      Dokumentasi merupaka salah satu kegiatan pengumpulan data  

penelitian kualitatif selain daripada wawancara dan observasi dengan 

teknik ini pengumpulan data nya yang di maksud adalah 

memanfaatkan bahan tertulis seperti buku, jurnal, surat kabar, dan 

arsip foto. Dengan dilakukannya dokumentasi ini dapat melengkapi 

data penelitian si peneliti. 

5. Teknik Analisis Data 

        Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan data yaitu 

melibatkan pengaturan data yang telah di kumpulkan agar lebih mudah di 

akses dan teknik analisis data juga merupkan proses menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yang sudah di kumpulkan seperti 
                                                           

16  Rusdin Tahir, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jambi: PT Sonpedia Publishing 

Indonesia) hlm. 145.  
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pengamatan atau wawancara maupun dari data yang sudah di kumpulkan 

selama observasi sehingga menghasilkan penelitian yang mendalam.
17

 

6. Pedoman Penulisan 

       Dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan sebagai pedoman yaitu 

mengikuti buku “ Buku Panduan Skripsi’’ yang mana buku ini di terbitkan 

oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry 

Banda Aceh Tahun 2019. 
18

 

G.   Sistematika Pembahasan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan 

penelitian ini, maka secara garis besar dapat di gambarkan menjadi beberapa 

bagian di antaranya yaitu: 

           Bab Pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang 

terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan 

Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis 

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Sistematika 

Pembahasan. 

             Bab Kedua merupakan tinjauan umum, didalam bab ini penulis 

akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan diantaranya 

adalah Landasan teoritis tentang perkawinan, Fenomena perkawinan di 

umur, Dispensasi perkawinan di bawah umur dan Pandangan agama dan 

sosial mengenai perkawinan di bawah umur. 

              Bab Ketiga adalah hasil penelitian serta pembahasan yang akan di 

uraikan penulis mengenai Batas Usia Kawin Didalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Dibawah Umur Di 

daerah kec Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. 

                                                           
17 Dewi Kurniasih, Teknik Analisa, (Bandung: CV Alfabeta 2021) hlm. 14. 
18  Fakultas Syari’ah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: 

Fakultas Syari’ah Dan Hukum 2019), hlm 13. 
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                Bab Keempat adalah sebagai penutup, yang berisikan 

Kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang di teliti penulis.  


